SALINAN

BUPATI SERUYAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

bahwa untuk efektifitas dan optimalisas pemberian dan
pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Seruyan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur Di Provins Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pgak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagamana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pgjak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengel olaan K euangan Dagerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
Dan
BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.  Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

b. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri  berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas — luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

d. Bupati adalah Bupati Seruyan.

e. Insentif Pemungutan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang
diberikan sebaga penghargaan atas kinerja tertentu dalam
mel aksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek paak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pgak
atau Retribus serta pengawasan penyetorannya.

BAB 11
BESARNYA BIAYA PUNGUT

PASAL 2
Besarnya Biaya Insentif Pemungutan ditetapkan sebesar 5 % dari

rencana penerimaan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola
dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Seruyan.



BAB |11
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
TUJUAN PEMBAGIAN INSENTIF

PASAL 3

(1) Instans Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi
Insentif apabila mencapai kinerjatertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(3 Daam ha target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif
untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awa triwulan
berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang
ditentukan.

(4) Pembagian Insentif dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Seruyan.

(5 Yang berhak mendapatkan insentif dimaksud adalah:

a.  Pgabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribus sesuai dengan tanggungjawab masing-
masing;

b. Kepaa Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai
penanggungjawab pengel olaan keuangan daerah;

C. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

d. Pemungut Pgjak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa /
kelurahan dan kecamatan, kepala desa/ lurah atau sebutan
lain dan camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh
instans Pelaksana Pemungut Pajak ; dan

e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak dan Retribusi.

PASAL 4

Tujuan pelaksanaan pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada
pasa 2 digunakan untuk meningkatkan semangat kerja Pegawa
Negeri Sipil dalam rangka peningkatan Pendapatan dari sektor Pgjak
Daerah dan Retribusi di Kabupaten Seruyan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 5
Hal — hal yang belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.



PASAL 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatangga diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
padatanggal 28 Desember 2010

BUPATI SERUYAN,
ttd
H. M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
padatanggal 29 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd
H. SUTRISNO, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 43 SERI E



